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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi
Program GAYATRI sebagai Upaya Penanggulangan Angka Kemiskinan di
Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori
implementasi kebijakan George C. Edward Il yang terdiri atas indikator
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan
bahwa implementasi Program GAYATRI di Kecamatan Ngambon secara
umum telah berjalan dengan cukup baik dan mampu mendukung upaya
penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis
peternakan ayam petelur. Pelaksanaan program telah didukung oleh komunikasi
yang relatif efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen para
pelaksana, serta struktur birokrasi yang telah berjalan sesuai dengan mekanisme
yang ditetapkan. Meskipun demikian, implementasi program masih
menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah pendamping
lapangan, belum optimalnya intensitas pendampingan kepada Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), serta adanya faktor eksternal seperti tingginya harga
pakan, penyakit ayam, dan fluktuasi harga telur yang memengaruhi
keberlanjutan usaha peternakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
berbagai upaya penyempurnaan agar pelaksanaan Program GAYATRI dapat
memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan hasil analisis pada masing-masing indikator implementasi
kebijakan George C. Edward Ill, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan indikator komunikasi, implementasi Program GAYATRI di
Kecamatan Ngambon telah berjalan dengan baik. Proses penyampaian
informasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping lapangan,
hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan melalui sosialisasi,
pelatihan, monitoring lapangan, serta media komunikasi berupa grup
WhatsApp. Selain itu, informasi yang disampaikan telah relatif jelas dan
konsisten sehingga tujuan program, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan
kewajiban penerima manfaat dapat dipahami oleh para pelaksana program.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa KPM yang mengharapkan
intensitas komunikasi dan pendampingan secara tatap muka lebih sering,
khususnya setelah bantuan disalurkan.

2. Berdasarkan indikator sumber daya, implementasi Program GAYATRI di
Kecamatan Ngambon didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia,
anggaran, sarana prasarana, serta kewenangan pelaksana yang secara
umum telah memadai. Dukungan tersebut memungkinkan program
GAYATRI dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Namun
demikian, jumlah pendamping lapangan yang masih terbatas menyebabkan
pendampingan belum dapat menjangkau seluruh KPM secara optimal.

Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa tingginya harga pakan, penyakit
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ayam, dan fluktuasi harga telur yang turut memengaruhi keberhasilan
pelaksanaan program.

Berdasarkan indikator disposisi, implementasi Program GAYATRI
menunjukkan adanya komitmen, sikap, dan dukungan yang baik dari
seluruh pelaksana program. Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan,
pemerintah desa, serta pendamping lapangan menunjukkan kesediaan
untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangannya masing-masing. Di sisi
lain, KPM juga memiliki antusiasme untuk mengembangkan usaha
peternakan ayam petelur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarga. Meskipun demikian, motivasi dan komitmen penerima manfaat
perlu terus dipertahankan melalui pendampingan, pembinaan, dan evaluasi
secara berkelanjutan agar keberlanjutan pelaksanaan program dapat
terjaga.

Berdasarkan indikator struktur birokrasi, implementasi Program
GAYATRI telah didukung oleh pembagian tugas dan wewenang yang
jelas, mekanisme pelaksanaan yang sistematis, keberadaan Standar
Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antarinstansi yang berjalan
cukup efektif. Pembagian kewenangan antar pelaksana telah tersusun
secara berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten hingga pendamping
lapangan sehingga memudahkan koordinasi dan penyelesaian
permasalahan di lapangan. Namun demikian, masih diperlukan
peningkatan pemahaman mengenai SOP secara merata di tingkat pelaksana

serta penguatan monitoring dan pendampingan lapangan agar
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implementasi program GAYATRI dapat berlangsung lebih efektif,

konsisten, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, perlu
meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi langsung kepada KPM,
khususnya pada tahap pasca penyaluran bantuan. Penyampaian informasi
tidak hanya melalui media digital, tetapi juga melalui kunjungan lapangan
secara berkala agar seluruh penerima manfaat memperoleh informasi yang
sama dan lebih mudah berkonsultasi mengenai kendala yang dihadapi.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pendamping Lapangan,
perlu meningkatkan kualitas pendampingan kepada KPM melalui
pembinaan teknis, monitoring secara berkala, serta penguatan kapasitas
pendamping agar proses pendampingan dapat menjangkau seluruh
penerima manfaat secara optimal.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu memperkuat dukungan
sumber daya, terutama melalui penambahan jumlah pendamping lapangan
serta pengembangan program pendukung seperti bantuan akses pakan,
layanan kesehatan ternak, dan penguatan pemasaran hasil produksi telur.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha

peternakan yang dijalankan oleh KPM.



192

4. Bagi seluruh pelaksana Program GAYATRI, perlu memperkuat koordinasi
antarinstansi, meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional
Prosedur (SOP), serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara
berkala agar pelaksanaan Program GAYATRI dapat berlangsung lebih
efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai Program GAYATRI dengan menggunakan pendekatan yang
berbeda, misalnya pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta
mengkaji dampak program terhadap peningkatan pendapatan, tingkat
kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha peternakan masyarakat dalam
jangka panjang. Penelitian juga dapat diperluas pada kecamatan lain
sehingga diperoleh gambaran implementasi Program GAYATRI secara

lebih komprehensif di Kabupaten Bojonegoro.
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